! Menimbang

# engingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR I'.
NOMOR: 8 TAHUN 2000 o
TENTANG
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR

untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan,
dan pembangunan nasional, dan sesuai dengan pasal (111) Undang- undaugl
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta pasal 64 ayat (1):
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Ta_hun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Dega, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tenlang Anggaran Pendapalan
dan Belanja Desa.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daersh Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 1T
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor }188 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3794); .

|

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentaug Pemex‘ut‘m‘m Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Le’nbm an Negara

N0m01 3839\
|
|

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); |

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepulusan Presiden;

5. Peratwen Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahyn 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negen " dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang'-und-mg Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

o 1

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun © 1999 lentang
Petunjuk  Pelaksanaan dan  Penyesuaian  Peristilahan  Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1995 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 f{éhté&lg
Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
|

|
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Dengun persetujuan

! DEW AN PERW AKILAN RAKY AT D ARRAR KLABUPATEN TOBA SAMO SIR

MEMUTUSK AN A

SMMenetapkan ;. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
|
Pasal 1 |

Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir,

. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacn ah beserta peranglkat daerah otonom ’yang lain sebugai
badan eksekuiif Daerah Kabupten Toba Samosir; P

Desa adalah kesatuan masyarakai hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan '

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan dddl istiadat setempat
yang diakui dalam Sistimn Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah F.dbupaten

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan /
Permufakatan yang keanggodtaannya terdiri aias pemnuka-pemuka mdsyarbkat yang ada di
Desa yang bersangkutan;

Keputusan Kepala Desa adalah semua kepuiusmm yang merupakan pelaLTanaan dari Peraturan
Desa dan kebijaksanazn Fepala Desa yang msmyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di
Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun pexgtm an perundang-
undangan yang berlaku, ro

Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Pemerintaly,

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan 'bagi Desa yang
bersangkutan; :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah
Rencana Operasional Tahunan dari program umium pemerintahan dan pembangunan Desa
yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disalu pibak mengandung
perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi
pengeluaran kevangan Desa; :

Bendaharawan Desa adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan,
membayar atau menyershkan vang, surat-surg berhargs dan barang-bar ung nnhk Desa serta

pertanggungjawabariya;

. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pem"ukxlan Desa terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
EAB Il
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA
Bagian Pertama
Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

 Setiap menjelang Tahun Anggasan Baru, Kepala Desa menyusun Aliggaran Pendapatan dan
Belanja Desa. o
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Pasal 3 ;‘

Jsran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pagal 2 ditetapkan
SR> tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya; 1 bulan setelah
Sinkan Anggaran Pendapatan dzn Belanja Daerah Kabupaten Toba Samodir.

‘I mhran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetuplkzulw. oleh Kepala Desa
e mendapat persetujuan dari BPD. { :
Bagian Kedua i
Bentuk dan Susunan Anggaran Desa
Pasal 4
'_ : _gamn Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Beicion pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pembangunan.

fugelolaan APBD meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan lata usaha keuangan,
prubahan serta perhitungan anggaran. -

gelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipertanggungjawabkan oleh
Wiinala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah|berakhirya tahun
WA garan. |

Pasal §

ik dan Susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daeral ini,
sebagaimana lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini.

L Bagian Keliga
Pembahasan Anggaran Desa

Pasal 6

5
pcangan Anggaran Desa disusun oleh Kepala Desa dan Perangkatnya. 5

|
i

i g g c e gy I

spcangan Anggaran Desa sebagaimana dimaksid dalam ayat (1) pasal ini dibahas secara

A¥sama-sama dengan BPD secara musyawaralymufakat dan ditetapkan menjadi Peraturan
54,

' auran Desa dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 14
i setelah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Camat,
SWvati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (3) apabila ternyata isinya
3 entangan dengan Kepentingan Umum atau peraturan perundang-um;‘u&an yang lebih
el |

|
|

acara pembatalan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

™.

|
i.
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Bagian Keempal o \
Perubuhan Anggaran Desa

Pasal 7

_‘Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan baik psndapatan maupun belanja,
g maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran dengan Peraturan Desa.

§2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud aya (1) pasal ini dilakukan segera setelah
@ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir ditetapkari.

L

o Pasal 8

_' entuk dan Susunan Perubahan Anggaran Desa sebugumana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan
rah ini, sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Daerszh ini. b

" o

N Bagian Kelima

- T

Perhitingan Anggaran Desa

‘o Pasal 9

'Selambat—lmnbatnya 3 (tiga) bulan setelah beraklirnya Tahun Anggaran terfentu, Kepala
i Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan
g Belania Desa

fPera.'!uran Desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupali selambat-lambatnya 1
g (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disaumpaikan kepada Camat.

- !
-

Pagal 10 !

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dinaksud dalamm pasal 9
aturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 3 (tiga) Peraturan Daerah ini.

ot e

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Bagian Kesatu
Penerimaan '

Pagal 11

. Sisa lebih perhitungan anggaran tehun laly,

Pendapatan Asli Desa.

, Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintal. s
Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propingi '

19
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Pasaj 12

(1) Sisa lebih perhxtungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalamn pasal 11 ayat (1)
Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang merupakan

penerimaan Tahun Anggaran berikutnya. '

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dxmaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

!

a  Hasil kekayaan Desa yang meliputi tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian
umumn yang diurus oleh Desa, pasar Dega, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa
bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa. i

b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa. :

c. Hasil gotong-royong masyarakat Desa

d. Hasil pungutan Desa dan lain-lain ugaha Desa yang sah,

(3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan
khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya,

(4) Sumbangan dan bantuan dari Perintah Pemerintah Propinsi sebuguim:mﬂ' dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) Peraturan daerali ini terdiri dari:

a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi. |
b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pr opinsi.
c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi. |
e. Sumbangan dan bantuan lainnya. i

(5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(1) Peraturan Daerah ini, terdiri dart: P
|
Penyisthan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah,
Penyisihan Peneriraan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
Sumbangan dan bantuan lainnya.

Ao o

I

(6) Lain-lain pendapahn yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1'1 dydt (1) Peraturan
: Daerah ini adalah pendapalan-pendapatan yang berasal dan sumbangqn atau bantuan dari
pihak ketiga yang syah dan tidak mengikat sesnai dengan perturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasai 13
| Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini
dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemer mtahan pelaksanaan
§ pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa vang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pengeluaran

|

Pasal 14 |

& (1) 2 Bagian Pengeluaran Rutin sebagai mana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peruturan Daerah ini
terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:

50




2R.1. Belanja Pegawai.

2R.2. Belanja Barang,

2R.3. Belanja Pemeliharaan,
2R.4. Biaya Perjalanan Dinas.
2R.5. Belanja lain-lain,

2R.6. Pengeluaran tidak tersangka

b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran seljagai berikut:

2P.1.  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. .
2P.2, Pembangunan Prasarana Produksi. !

2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran.

2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan. :
2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial. ;
2P.6. Pembangunan Prasarana Lain-lain.

(2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pewbangunan terdiri atas pasal- :
pasal.

Pasal 15

B
(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk p»ngahm‘ an tersebut
tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa
§  untuk tyjuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa. l

Pasal 16 . ‘

g Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat,. terarah, (ldn terkendali sesuai
| dengan rencana programvkegiatan serta fungsi pemermtah Desa.

BAB IV
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Bagian Pertuma
Pelaksanoan Administrasi Keuangan Desa
Pasal 17

B (1) Pada Sekretariat Desa, tiap tehun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan Desa
menurut pedoman yang ditetapkan oleh Kepaia Desa dengan persetujuan BPD.

B (2) Salah seorang Kepala Urusan atau staf pada Sekretariat Desa dupat diangkat sebagai

Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa selelah mendapat
persetujuan dari BPD.

% (3) Penglslan buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pdsal
§  ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

B (¢) Setiap penerimaan dan pengelnaran keuangan Desa harus dicatat didalany buku administrasi

keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari

Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

¢
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Bagian Keduia
Persyaratan Peugangkatan Bendaharawwi Desa : !

Pagal 18 _ . |

= (1) Kepala Desa adalsh sebagal wlasan langsung Bendaharawan Desa, \ '\

\

g8 (2) Pada setiap Desahanya dapat diangkat masing-masing seorang bendaharawan.

i (3) Bendaharawan Desa secara teratur membukukan penerimaan pada Rukp Kas. Umum dan
setiap bulan selambat-lambataya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan SPY (Surat
Pertanggung Jawaban) kepada Bupati.

u, (4) Persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa ditetapkan olels Bupﬁti, gesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

~ Bagian Keliga
Tata cara dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Des#
Pasal 19 }
(1) gepala Desa memberikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepz,{da; Badan Perwakilan
esa .

B (2) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
' ditetapkan oieh Bupati dengan Keputusan Bupali . ‘ ‘

Bagian Keempat
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug)
Pasal 20

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bendaharwan Desa Larus berdisiplin, rajin dan cermat
gerta teliti. ;
N

(2) Bendaharawan dapat dijatuhi sanksi atau dituntut dipengadilan, jika karena kelalaian dalam,
tugasnya mengakibatkan pemerintah maupun seseorang atau badan hukum mengalami
kerugian.

BABV
PENGAWASAN ANGGARAN DI A
Pasal 21

A I 5y . .
Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dil.iwukan olely Badan Perwakilan

Desa. |

S ety A Rk AR
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KETENTUAN PENUTUY \
Pagal 22
Dengan berlukunya Peraturun Daerult i, maka segula ketentuan-hetentuan fain yang mengatur
mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Deso, yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah
ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ‘ '

Pagal 23

Hal-lil yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diabwe kemuchan dengan Surat
Feputusan Bupali sepanjang mengenai pelaksanaannyu.

Pasal 24
Peraturan Daerah ini miolai berluku sejuk tanggal dinndanglkan,

Agar setiap orang dapat mengetalninya, memerintahkan pengundangan Peratucan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Sainosh. -

Ditetapkan di Balige .
padi tungeal 8 Agustus 2000

e e e i e e S o SRR 1 i 8 e A e e e

BUPATILOBA SA MOSIR

Clap/dt

-~

DRS. SATSLA TAMEPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 9 Agustus 20060

f;kB UPATAN TOBA SAMOSIR

v 23
o th AY
A AR Ay

U RARTINDUNEAN SIMBOLON
WPEMBINA TINGY. AT
L2 /1 0OR1SL~

LEMBARAN DAERAIL KABUPATENTOBA SAMOSIR ¥
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERD D
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LAMPIRAN I: PERATUAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : TAHUN 2000.
TENTANG

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURANDESA ....ooovveieiieinnn,
KECAMATAN............................. KABUPATEN TOBA .SAMOSIR
NOMOR : TAMUN.........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI SA

TAHUN ANGGARAN .............es .

|

KEPALA DESA.....oooiiiiiiiiiianiiieiin
H l f
8 Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasul 6 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Toba Samosiyr Nomor ....... Tuln'm....,....lentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |

B Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998  tentang,
Pembentukan Kabupaten Daerah Tk, IT Toba Samosir dan
Kabupaten Tk. 1I Mandailing Natal (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3794) ; I i
Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999  tentang,
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Tahun 1999
Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999,
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenm Desa.
4. Peraftran Daeral Nowmor ..... Taliun 500005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(28]

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN

¥ Menetapkan . PERATURAN DESA............ KECAMATAN ......ocooco.
] KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
B(1) Jumlah Anggaran Pendapatan dau Belanja DesaTuliun Anggaran......... adalah
: sebesar Rp. ................ Yang terdiri dari : |
A. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp. ...
B. BELANJA
- Rutin Rp. soses
- Pembangunan LY SR ———
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Pagal 2

B 1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan addhh sebagaimana
} 1
dalam Lampiran 1 Peraturan Desa ini.

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin sebagaimana
Lampiran IL. A, '

3. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Punbangunau adalah’
sebagaimana dalam Lampiran IIB. !
! .

Pasal 3 : | '

- Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayal 1, .2, :!dah 3 merupakan
E kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa . :
Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala
Desa Guna pelaksanaanPeraturan Desa ini. '

Ditetapkan di.....................
Pada tanggal ........

l
KEPALA DESA

\n
(4}




LAMPIRAN I PERATURAN DESA
NOMOR.......... TAHUN )
TANGGAL

PENDAPATAN

............

...............................
I

.................................................

Uraian

Anggaran
Setelah
Perubahan

Realisasi

Bertambah
Berkurang

Ketera
ngan.

o I - L S FU I N
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Pos sisa lebih perhitungan
Angg. Tahun lalu.....

Pos Penerimaan Pendapatan
Asli Desa.

Tanah Kas Desa.......
Pasar/Kios Desa......
Pemandian Umum

Obyek Wisata......

Bangunan Milik Desa..... '
Kekayaan Desa Lainnya
Swadaya dan  Fartisipasi
Masyarakat.........

Gotong Royong Masyarakat
Pemungutan Desa Yang
Pungutan......... '
Pungutan.........

Hasil Usaha Desa.........
Lumbung Desa......

Pabrik Bata
Pos Pemberian Pusat...
Tunjangan Penghasilan
Bantuan Pembangunan Desa
Hadiah Lomba Desa Tingkat
Nasional

...............................

Pos PemberianDari Propinsi
Penyisihan Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Propinsi

Penyisihan Penerimaan
Bagian Daerah Propinsi
Sumbangan Dan Bantuan Lain
Pos Pemberian Dari
Pemerintah Daerah Kabupaten
Penyisihan Penerimaan Pajak
Rertribusi Kabupaten
Penyisihan Penerimaan
Bagian Daerah
Sumbangan
Lainnya.....
Pos Lain-lain Pendapatan

PBB

PBB

dan Bantuan

|
{
I
|

Kepalg

(coevnnidin, oo oo oo e )

Desa.........




LAMPIRAN IIA PERATURAN DI:ESA. .........

NOMOR

TANGGAL..

BELANJA RUTIN

Anggaran |
de Uraian Setelah Realisasi |Bertambah/ |Ketera
- Perubahan Berkurang ngan
1 Pos sisa kurang perhitungan

Anggaran Tahun lalu
1.1 |Pos Belanja Pegawai
1.2 |Penghasilan Kepala Desa
1.3 | Penghasilan Sekretaris
Desa
1.4 | Penghasilan Kepala Urusan \
1.5 | Penghasilan Kepala Dusun \
1.6 |Honor |
1.7 {Honor :
1.8 Jluessasminspiseabsrines |
2. |Pos Belanja Barang |
2.1 |[Pembiayaan ATK i
2.2 |Perlengkapan/Peralatan I
Kantor |
0.3 | s simmminin mmicos st iins i '
1.4 | sssmesasigan i sene SR Sntts
] Biaya Pemeliharaan
3.1 |Pengecetan Gedung Kantor |
3.2 |Pemeliharaan Kenderaan '
Milik Desa i
4] i R AR S e s
41 |Pos Biaya Perjalanan
4;2 Perjalanan dinas Ke
« 3 Ll
Pos Belanja lain-lain .
4 A O P |
] | T ;

Pos Pengeluaran tidak
tersangka

Jumlah

57




LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA ... i
NOMOR.......... TAHUN... uassisnis s ik
TANGGAL ...c.vvisiress e soiisagmnssnganss it

BELANJA PEMBANGUNAN

Anggaran T
Uraian Setelal Realisasi {Bertambah/ | Ketera
Perubahan Berkurang ngan. '

Pos sisa kurang perhitungan :
Angg. Tahun lalu |
Pos Prasarana Pemerintahan ¢
Desa ' !
Gedung Xantor
Aula

............................

............................

Pos Sarana Produksi
Pembuatan Dam
Pembuatan Saluran Air

Pos Prasarana Perhubungan
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Pos Prasarana Pemasaran
Pembangunan Pasar di.....
Pembanguan Kios di.....
Pos Prasarana Sosial
Pembanguan Mesjid di....
Pembangunan Gereja di....
Pembangunan Lain Lain
Pembangunan

JUMLAH ! I




|

TENTANG

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

NOMOR ' TAHUN 2000. L

AMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SA NIDSIR

PERATURAN DESA  viiiiiiiiiniiiina s

TAHUN ANGGARAN .o e
KEPALA DESA.....occvvis rvimieiniiimiin,

l
o

Toba Samosir nomor ........... Tahun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa -

gfdingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Talun 1998
n Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. I1 Toba Samosgir dan
Kabupaten Tk. II Mandatling Natal (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Lembaran

Nomor 3794) ;

Pemeorintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun Anggaran.........................
Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN

Piatapkan ! PERATURAN DESA.............. KECAMATAN,

Pasal 1

)hggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran.............. semula

'enjadx RP i i

@agian yang tidak terpisahkan.

2. Undang-undang Nomor 22  Tahun 1999
Tahun 1999

Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

4. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ...... tentang APBD

Diperkirakan bertambal/berkurang Rp............

KECAMATAN ... .oy v KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR . sruweommmmuacTAHUN  cosmmnensi st
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BFLANJA DESA

@imbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahur
' Anggaran ................... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa

sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerlah. Kabupaten

Tentang

tentang

Negara

tentang

..............

KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG. @NGGARANI
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN A‘NGG ARAN

. Rp.
Sehingga

Penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ay at(1) di atas
®dalah sebagaimana pada lampiran 1 Peraturan Desa ini, d: aﬂmerupakax




Pasal 2

: Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran .............o. Semula Rp.oooin s
liperkirakan bertambah/berkurang Rp........oconne sehingga  menjadi

.................. dengan rincian sebagail berikut :
. Belanja Rutin sebelum perubahan RP o ,
B8 Bertambah / berkurang Rpoooviiiiians :
§ Belanja rutin setelah perubalian RP i I
§). Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp........................ ;
88 Bertambah / berkurang RP .ot iieiaenns L.

Belanja Pembangunan setelah perubahan  Rp...........o 1

Rhincian penambahan / pengurangan beian;ia dimaksud ayat (1) di afas adalah
Ml:bagaimana pada lampiran IlIa dan IIb Peraturan Desa ini, dan merupakan
@lkgian yang tidak terpisahkan. :

aul
2 |

!
®fumlah APBD Tahun Anggaran ............ b A setelal  perubahan
_menjadi 10 T SR SRR T e

\

Pasgal 4

eraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.... g sy

Pada Tanggal. sisevmssppeanssanss
KEPALA DESA......oiiiiiiiiiiinns
;
‘I
( sl SN b A e Fod i )

60




aaw .....:..............:-..N.MUQ .N.HNQQM

9

HY TWNNTI

wejedepuad ure[-UIB] SO

udjedoqel] Yeiutisawad
1IBp UBLI9QUWIJ SO(

1suido1d yejutzswag
mhd@ :dwkvnﬂﬂhum sO0d

jesnd YejurIdwsad
IIep UBTISqQUWd{ SO(

esa(J 1Sy uejedepuayg
ueewWrduad sogd

nje] 3uek ungej uerzd3ue
ue3un3yrad yIqa| BSIS sod

— - N
VY VLD LA
— e e - e

v
-

-
o (381
— —

—
o~
—

(A

i

uese[afuag

ueyequeudd | ueByEqnIsd
yejwuag UWIN{3q3§
ueie33uy

NVIVIN

uele3d3uy
9Po7]

ueyeqnilag ue3uBINIUIJ
Yye[alasg yejuag
uere33uy

NVLVdVANAd

TUTTTTUTIVOONVYL




R R R ERR SRS -T2 Tq (IRA (-1 £ ) |

e e s P PR R T T : - - - HYIWAOTL —
R .- s P AP, ST A PR PP P PR SezrtrEeET AT asssas s EAFTAETEO Lan S3 e A e AR BT Ay Yeprl :.N.H.NA:UWGUAH sod L 4T S S o
............... e s eR B || s 7 94T
covmaies b w s ey | e s ey || e sty 194z
. wasmens | sressrsaTeasssaiaedias | sesannesssessaraans E.Nﬁlam,mmﬁ @.—.ﬁmﬁvm wOﬁm WMN
............... et - SERTEERRE | SRR R RS | S RS R S A SR S 7°C T
2 ’ phhaal Seeted Lt ueue[zlrag 24e1g sod S 9z
..................... ; L e
. s saiRn ; B W 1y T
- aes ies sue | sestes sse vaisen nae s - as | ERReEREEA e gd‘mhﬂﬂﬂmﬁuaug N\ﬂ.mmm wOﬁm VNMN
..................................... . : : T
s ’ ’ B | 2 ¥4
S P S L R R e D T I R I wuﬁhwm N.—.ﬁdﬂom mOnm MMHN
; . . e W O T dwey R td
e whies cessemeeessssnsnmmen § 00 aessssesssssssssesssas wrrrremraacassiaaass | scrrcasssarsase | sesesremreessscmcsisiscssassnianiatss .—.N.MN
reme8sd eluelsq sod 247
njej unyej

ses mes aea e s A I R R I messss=seE Tes sae sEE waw tsas sss asr st ear saa | s csssaseasoaaw Qﬁkwwwnmw wadhﬂﬂu—. “MMW MOHH M.MN
ueyeqniad ueBurindua g ueyeqItUa | uByeqnIad UBIB33UY

uese[afuaq ye[2328 qejunf qequaf wnyagas NVIVIN apo

ueie33uy uere3s3uy

NILNY VINV1d49 ) :

ATy oY e A

= et A AT i R S i



B -1 - Tq -1 1-T: £

.....................

HYINACL

...............
Bas na e

.....................

......................

......................

..................................

urep-ure ] ueul3Ue quag

e L Y __

[e1SOg euRIESRIJ SO(

ueleseWad eueleseid sod
uedunqnyiaj eueieseid sod

259 UBYBIULIDWDJ
ruUBRIRSRI{ SOJ

e[ unyej

ueieSSue Juzinf esis sod

“uese[afuaqg

uByRqUIag
Hr[a319%
uzied3uy

ururIn3dul g
Yejmaf

UBYRqUIBUI]
yepung

ueyeqaiad
WN[aQag
ueieS8uy

NVIVIN

L dz
z'9dt'|-

1°9°dT 4

- 9dz -
T'§'dt
1'$°dT
L ¢de
b dz
I'vdze
¥v'dZ
Tedr
1'€°dz

€dt
7T dz
1'7°dze

o~

¢ d7

:l!bMﬁ
ueie38uy |

spoy |

e s

VSad NVINLvVIdd

U NAHVL

e

NVNAONVHWNId VINVIIE

S :...,......._.<OOZ<H

"MONON
qll NVIIdINVT

T T——— T T N S




LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SEAMOSIR
NOMOEK : TAHUN 2000.

4 TENTANG |

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA -

PERATURAN DESA..............
KECAMATAN .................. KABUPATEN....,...........
NCMOR.........oe e, TAHUN '

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- TAHUN ANGGARAN.......ccovviinnn
KEPALA DESA.............
b |
MMenimbang : bahwa dengan  berakhirnya pelaksanaan Anggai‘ah
Pendapatan dan  Belanja Desa  Tahun  Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Toba Samosir Nomor ............... Tahun........... perlu
menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

'Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12  Tahun 1998 tenteng

Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan
Kabupaten Tk. IT Mandailing Natal (Lemb.)arzm Negara
Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Leml,)aran Negara
Nomor 3794) ; l :

2. Undang-undang  Nomor 22 Talmun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara |Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); |

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64? Tahun 1999
tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir ...........

NOmOT s v DI U1 5y T — tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. B

. Peraturan Dera  Nomor......... Tanggal  ......... |

Tahun........ Tentang APBD. | |
| |

()

emperhatikal) : Hasil Rapat / Musyawarah Badan Perw!akil'a'n Desa yang
' diselenggarakan pada tanggal ] 0

DENGAN PERSETUJUAN . }
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

metapkan : PERATURAN DESA.............. KECAMATAN.................
' KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..........ooenee,

Pasal 1

mlah Perhitungan Anggaran. Desa Tahun Anggaran ................ Adalah sebesar



Pasal 2 |

um ah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran

Pasal 3
fimlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran ............. ... Adalah
®ebecar Rp................ {| e G P BRUIAR SVR A IR+ s 4 s s e s e oma an e an l ...... )

Pasal 4 |

B ah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggarg .
Wdaah sebesar Rpooeeerenn i, (corviiii oo 3 j

@'aian dari Pendapatan, Belanja dan Kegiatan-kegiatun sebagaimuna tersebut
tlam lampiran I, Iia dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
Stpisahkan. Lo

|
Pagal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetaplan.

Ditetapkan di ... ccoooevnemrainil
Pada Tanggal ... cooovviiiinninnin

KEPALA DESA

dalah gebesar Rp ________________ ( ........................................................ )



14

LAMPIRAN Il.a PERATURAN DESA..........
NOMOR.......... TAHUN......... [6500000009565006 ,
TANGGAL . ..o 25000006 0009000¢

BELANJA RUTIN

fKode r Uraian Jumlah Keterangan
ggaran '
k.. 1 Pos sisa kurang perhitungan Angg. Tahun

, lalu

2 Pos Belanja Pegawai

R 2.1 Penghasilan Kepala Desa

R 2.2 Penghasilan Sekretaris Desa
¥ 2.3 |[Penghasilan Kepala Urusan
. 2.4 Penghasilan Kepala Dusun 9
=.2.5 Honor

X.2,6 Honor

O
#. 3 Pos Belanja Barang
;3.1 Pembiayaan ATK

3.2 Perlengkapan/Peralatan Kantor
2 T

B34

.4 Biaya Pemeliharaan
g4.1 Pengecetan Gedung Kantor

8.4.2 Pemeliharaan Xenderaan Milik Desa
BB .3 | Vevsommenirenshensi i £

2.5 Pos Biaya Perjalanan

o5.1 Perjalanan dinas Ke |

15.2 | scvssesssveussaue desmegam i |
T O S Y - !

; Pos Belan_]a lam lain :
._ﬁfl .............................. I
B6.2 | |
BE3 | s s s |
‘i Pog Peén gluaran tidak tersan ska -

i JUMLAH -
Kepala Desa ....... el
( -rvaassaawer sus R ——— )




A\

LAMPTRAN Mo PERATURAN DESA ...
NOMOR.......... TARUN. ..o
TANGGAL snns spemmmsnainmmatniise s en ssani seusen

BELANJA PEMBANGUNAN

[ 2 S 3 %

- i ———————

Anggaran Uraian Jumlah Keterangan. |
Pos wsise kurang perhitungan
Anggaran Tahuu lalu
Pos Prasarana Pemerintahan
Desa
. 2.1 Gedung Kantor
. 2.2 Aula
3.3
I B
.3 Pos Sarana Produksi
. 3.1 Pembuatan Dam :
3.2 Pembuaten Saluran Air !
233 s |
. 4 Pos Prasarana Perhubungan :
. 4.1 Pembangunan Jalan
. 4.2 Pembangunan Jembatan
43 e
.S Pos Prasarana Pemasaran
. 5.1 Pembangunan Pasar di.....
. 5.2 Pembanguan Kios di.....
» 5.3 T skmesinsduisii SovvEa
. 6 Pos Prasarana Sosial
. 6.1 Pembanguan Mesjid di.... :
. 6.2 Pembangunan Gereja di.... |
6.3 T ieivenisese i i
2R.7 Pembangunan Lain Lain I
P.7.1 Pembangunan............. ;
P.7.2
JUMLAH
Kepala Desa ....cooivvvivianennn.
........................................ )




